
BUPATI KATINGAN

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN BUPATI KATIilGAN

NOMOR: 20 TAHUN 2011

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEIffORAT

KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN

a. bahwa sebagai Slaksanaan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang

organisasi dan Tab Kerja tentang Tata Kerja Inspelcorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Katingan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor

6 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja InspeKorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Katingan, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi sefta

Uraian Tugas InspeKorat Kabupaten Katingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3Bs0);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AO2 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di

wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4180)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47 Tambahan Lembaran Nqara Republik Indonesia Nomor a286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun zooq ruomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125 Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor B Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan A_tas Undang-

Undanfi Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

meniaJi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas

Undan!-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor I
Tambahin Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 20a4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26

iambahan Lemtaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor L547);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2000 tentang Pengangkabn Pegawai Negeri sipil Dalam

Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a$9;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerinbh Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 47aD;

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

2008);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan
pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 20L1

Nomor 4);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun2007 tentang

Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspeffiorat Provinsi dan

Kabupaten / Kota;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15

Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah dan Angka Kreditnya'

MEMUTUSKAN

: PEMTURAN BUPATI KATINGAil TENTANG TUGAS POKOK DAN

FUilGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAil.

BAB I
KETENTUAX UMUTI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. pemerintahan Daerah adalah penyelerggaraan urusan pemerinbhan oleh Pemerinbh

Daerah dan DpRD menurut asas otonsni dan tugas psnbantuan dengan prinsip otonomi

seluas - lmsnp dalam sistern dan prinsip h$Era Kesatuan Republik In&neia sebagaimana

dimakstd dalam Undang Undang Dasar f.Iegara Republik lrdonesia Tahun L*45;

Z. pemerinhh Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Fnyelenggara Pemerintah

Daerah;

3. perangkat Daerah adalah Organisasi I Lem@a Fda PemerinEh Daerah, terdiri dari

Sekretaris Daerah, Seketaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembagn Teknis Daemh;

4, Bupatiadalah Bupati Katingan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekrebris Daerah Kabupaten lQtirgan;

6. Inspektorat lGbupaten adahh Inspektorat Kabupaten lGtingan dan merupakan aparat

pengawasab fungsional yang krada dibawah dan bertangEurgiawab kepada Bupati

Katingan;

7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupten Katingan;

g. Inspektur pembantu Wilayah adalah peiabat struktural lang melaksalalon pengawasan

terhadap urusan penrerintahan dalam lingkup dan Satuan Keria Perangkat Daerah

lGbupaten Katingan dan Kecamatan/Dea dan Kelurahan;

9. Kelompok jabatan furgsionafauditor adalah sejumlah tenaga dalam jenjarE funEsional yang

terdiri dariberbagai kelornpok ssuai dengnn keahlianqnlplaksana pemerilcaan atau audit

keuangan;

10. peratrran Bupati elanjutrya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati lGtiryBn'

BAB II
SUSUNAII ORGAT{ISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi InspeKorat lGbupaten terdiri atas :

a. Inspektur;j
b. *llrehnfr membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bryian Evaluasidan klaPran;
3. Sub Bagian Administrasidan Umum.

Menetapkan

Inspektur Pembantu WilaYah I;
Inspekur Pembantu WilaYah II
Inspektur Pembantu WilaYah III;
InspeKur Pembantu WilaYah IV;
Kelompok Jabatan Fungsional.

c.
d.
e.
f.
g.

L



Pasal 3

Bagan susunan organisasi InspeKorat Kabupaten lGurgan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan BuPaU ini.

BAB III
TUGAS FOKO( DAH FU]IGSI

Bagian Kesatrt
InsPektorat lGbuPahn

Pasal 4
,Lr"

Inspektorat lGbupaten mempun)rEti tugns melakuka.n pengawasal dan pembinaa'terhadap u"
pelaksanaan urusan pemeriir6fran di daerah Kabupten, pelaksanaan. pembinaan atas

penyelenggaEan pemetinAfran dca dan pelatraanaan uru:En Fmerintahan fua'

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Inspelturat Kabupaten,

menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

1. Menyusun perencanaan ptqrram Fngawasan;
2. Menlmuskan kebijakan dan fasilibs pergawasan;

3. Metakukan p"ngil*n dan pemninain terhadap pelaksanaan uru*tn pemerintahan di

4.
5.

6.
7.
8.

daerah Kabupaten;
Melaksanakan review laporan keuangan pemerintahan daerah dag evaluasi kinerja; -y

Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penllian pengawasan terna6ap

pelaksanaan urusan pmerintahan di daerah Kabupaten;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;

Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan

Menyelengga raka n urusa n kesekreta riatan I nspeKorat.

hgian kedua
Inspektur

Pasal 6

Inspekfur Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap

pelaksanaan urusan pemerinhhan di daerah lGfupaten.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 6, Inspektur Kabupaten

menyelengarakan fungsi :

1. Menyusun Program Pengawasan;
2. Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan;

3. Melakukan pengS*"*n dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusn pemerintahan di

4. fl1ffi?l[?ll.f,:T taporan keuansan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja satuan Kerja

Perangkat Daerah KabuPaten;

5. Melakukan pemeriksanaan, pengusutan, pengujian dan penilian tugas pengawasan;

6. Menyelenggarakan kegiabn ketatausahaan;

7. l,telakufan rembinaan terhadap tenaga struKural dan fungsional di lingkungan Inspektorat 
n

Kabupaten; dan )g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi. (-



Bagian Ketiga
Selcetariat

Pasal I

sekretariat Inspektorat Kabupaten mempunyaihrgas menyiapkan bahan koordinasi pengawasn

dan memberikan pelayanan administraiif dan fungsional ke@a semua unsur di lingkurgan

InsFktorat Kabupaten serta melaksanakan urusan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pda pasl 8, Sekretaris InspeKur

Kabupaten, menyelenggarakan fungsi :

1, penyiapan hhan-lioordinasidan pengendalian rellctna dan program kerB pengawasiln;

Z. penbnimpunan, pengelolaan, penitaian dan pnyimpanan laporan hasil pengawasn aparat

pengawEtsan fu ngsional daerah;
3. bunfutr*n bahan data dalam rangka pembinaan teknis ftrngsional;

4. penyusunan, perginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangh penatausahaan

pross penanganan Pengduan; dan

5. irdatsanaan urusan-kepegnwaian, keuangan, surat nenyurat dan rumah tangga.

Pasal 1O

Seketaris Inspektorat lGbupten, membawahkan ;
a. Kepala Subbagian Perenenaan;
b. Kepala Subbagian Evaluasidan Pelaporan; dan

c. Kepala Su$agian Administrasi dan Umum;

Pamgraf I
Sub Bagian Percnca[aan

Pasal 11

1) Kepala Sub@ian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai'tujas menyiapkan bahan penyu$nan dan pengendalian renctna I program kerja

pengawasan, menghimpun dan menyiapkan Elnmngan peraturan perundang-undangan,

dokumenhsi dan pengolahan dan pengawasan.

2) Uraian tqgas, Kryala Subbagian Perencanaan meliputi :- 
f . pengoordinasian penyiapan rencana/progr:am kerja pengcmasan dan fasiliEsi;

2. Penyusunan anggaftIn Inspektwa$
3. PenyiaFn Laporan dan Statistik InspektoraU
4. Penyiapan peratumn perundang-undargan; dan

5. Penyiapan dokumentasidan pengolahan data pngawasan.

Parcgraf 2
Sub Bagian Evalmsi dan PehPcrun

Pasal 12

1) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam hsal 10 huruf b' 
mempunyai tggas menyiapkan bahan penyusunan, nerghimpun, mengohh, menilai dan

menyimpan laporan ha$i pengBwasn aparat pengawasan fungsional dan melakukan

administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiabn pengawaseln.

2) Kepala Uraian Tugas Subbagian Evatuasi dan Pelaporan Pengawasan meliputi :

l. penginvsrbrisasian hasil pengawasafl dan Undaklanjut hasil pengawasan;

2. Pengadministrasian laporan hasil pngawa*n;
3. Pelaksanaan sraluasi laporan hasil pengawaseln;

4. Penyusunan s;hafistik tnsil pengBwasan; dan

5. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan.

0

!_



Paragraf 3
Sub Bagian Administmsi dan Umum

Paml 13

1) Kepala Sub@ian Adminiskasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c

mempunyai tugas melakukan urusan kepegiwaian, kzuangan, penabusahaan surat

menyurat dan urusan rurnah bngga'

2) Uraian tugas Kepala subbagian Administrasi dan umum meliputi :

t. fengiolaan urusrn bb usaha surat menyurat dan kearsipn;

2. eenlebhan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;

3. Pengelolaan urusan kepegawaian;
4. Penfielolaan urusan perlenrgkapan dan rumah tanggB; dan

5. PengPlolaan urusan keuangan.

Paragraf 4
InsPelrtur Pembantrl

Pasal 14

Inspektur Pembantu Wlayah I, IL }]I dan IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pangaduan diwilayahnya.

Pasal 15

InspeKur pembanfu pada Inspktorat Kabupten dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan furEsi :

1. Menyusun Prcgram Pergawasan;
Z. Merumuskan liebijakan dan fasilitas Frgawasan diwilaphnya;
3. Melakukan pengi*usan terhadap pelaksanaan urusan pemerinbfran di daerah menurut

pendekatan-pannangian wilalrah dan Sattran Kerja Perangkat Daerah; 
.

4, ivtelakukan penga*jsan terhadap plaksanaan urusan pemerintah di daerah lebupaten

diwilayahnYa;
5. Melakukan-rsrievu laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan erraluasi kinerja

Satuan Kerja Perangkat Drerah diwilayahnp;
6. Mengkoordlnasikan pelaksanaan pengawasn diwilayahnya;

7. meninantu plaksanaan penilian atas tugns pengawasan diwitrayahnya; da1

8. Pembinaan, pela1lanun, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugAs dan fungsi'

Pasnl 16

Inspekh.rr Wilaph pada Inspektorat Kabupaten membawahi wilayah kerja pembinaan dan

p*,igu*.*n pfoa instansi/sanran kerja di lingkungan Pernsintah Kabupaten dan Kecamatan

yang meliputi :

i, "fnr#rcur penrbahr \Irlilayah I melakukan pembinaan dan pergewasan meliputi wilayah

kerja :

a. SKPD KabuPaten terdiridari :

1. Dinas PerrdaPatan Daerah;
2. Dinas Kehutanan;
3. Dinas Kependudukan dan PencataHn Sipil;
4. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;

5. Badan Lingkungan Hi'dup;
6. RSUD l€songan.

b. Keematan Katingan Tengah;

c. Kecamatan Sanaman l'hntikei;
d. Kecamatan Petak Malai.



?. Insp6ur pembatu Wlayah II melakukan pembinaan dan Fngawas.ln meliputi wilayah

kerja :

a. SKPD lGbuPten terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman tt{odal;

7. Dinas Pertanian;
i. Badan Kebhanan pangan dan Pelalaana Penyuluh Perlanian, Perikanan dan

Kehuhnan;
4. Kantor Perpustaloan, Arsip dan Dokumentasi;

5. Kantor Petayanan Perijinan Terpadu;

6. Badan Pemberdayaan Perempuan Anakdan KB;

7. Badan Keatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

b. Kecamabn Mariki$
c. Kecamatan lGtingan Hulu;

d. Kmamahn Bukit RaYa'

3. InspeKur pembatu Wilayah III melakulon pembinaan dan Fnga$asan rneliputi wilayah

kerja :

a. SKPD KabuPaEn tediri &ri :

1. Sekrebriat Daerah;
2. Dinas Pendidikan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infonnatika;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerinEhan Desa'

b' Kecamatan Tasik PaYawan;

c. Kecamatan KaUngan Hilir;

d. Kecamabn Tewang Sangalang Garing;

e. Keamatan Pulau Malan.

4. Inspektur pembahr tAlilayah IV melakut<an pembinaan dan pengawasan melipuu wilayah

kerja:
b. SKPD lGbuPaten terdiri dari :

1. Sketariat DPRD;

2. Badan KePegawaian Drerah;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pertambangan dan Energi;
5. Dinas Perindustrian, Pwdangargan, l(operasi dan UMKM;

6. Dinas Kelaubn dan Perikanan'
b. Kecamatan Katingan Kuala;/-\ c. Keemahn Mendawai;
d. Kecamatan KamiPang.

BAB IV
KETOMFOK IABATAIT TUilGSTONAL

ksal 17

1) Kelompok labahn Fungsional mernpunyai hlga: melaksanakan sebagian tugas Inspkbrat- 
fabupaten Katingan sesuai biclang kehlian dan kebutuhan'

Z) Untuk nrelaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, Kelompok Jabatan

Fungsional menyelenggarckan fungsi :

1. Mehl6anakan kegiaAn pembinaan, pengarahan dan pelaksanaan pengawasan;

2. Melalcsanakan kegiatan pengembangan profesi Fngnwasan;
3. Melaksanakan kegiaEn penunjangan hrgas Fn{lau'fi$an;
4. Melat<sanakan f[latsanaan 

-peneriksaan, 
pergusutan. penguj'nn dan penilaian

terhadap pelaksanaan ahs penyelenggpraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Katingan;
5. Melatisanakan kegiahn pengawasan lainnya yang diperinbhkan oleh Peiaht WngL,

berwenang'



1)

2)

Pasal 18

Kelompok labatan Fungsional sebagaimana dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas Tenaga

iunqr'i;il Auditor dan iabatan Fungsional lainnya yang tebagi dalam beberapa kelompok

:abJtan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya

ri"fo*poL:ibatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Bidang

i"nugu frngsional riasing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
lumlali Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja'

Jenis dan ;en;ang ienaga Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

dan ditetapkan dengan Kepurtusan Bupati'

BAB V
TATA I(ERIA

Pasal 19

pengawasan petaksanaan urusan Penrerintahan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal4berpdoman pada nolma-notma ssagni berikut :

f . Oni"f.tif, Profbional, Indeperden dan tidak mencarFmri kmlahan;

z. Terus-nrenerus untuk munperoleh hasil yang berkesinamhlngan;

3. Efeffiif untuk menjamin adanya tindakan koreksiyang cepat dan tepa$

4. Mendidik dan dinamis.

Pasal 2O

1) Kebgakan pengawasan di Daerah ditehplen tiaRgwalbhun anggaran oleh Bupatiatas usul

lnie[ftorat Kalupaten dan mengacu pada Kgbfiakal Pergawasan l'lasbnal'

z) Rencana Keria pingawasan ra{rnan Inspekto}at Kabupten setiap tahun ditetapkan oleh

Inspkbrat 
- 
Kabufrten rtelah berkoordinasi dergnn Aparat Pengawasan Intern

PemerinEh.
3) pelaksanaan pengawasan atas penyelenggraan. Penrerintah Daerah oleh Aparat

Pengawasan Intem dikoordinasikan oleh InsFekEur Kabupaten.

Pasal 21

Dalam membantu Bupati setaku Kepala Daerah, Inspektorat Kabupaten wajib melaksanakan

prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkonisasi dan simplikasidalam pelaksanaan tugas;

inrp"ttur Kabupaten melaporkan langsung hasil pengawasnnya kepada Bupati terhadap

segala temuan yang diperoleh atas pemeriksaan pelaksanaan urusan Pemerintahan

Kabupaten dan Pemerintahan Desa;

fupaii melaporkan langsung hasil pengawasannya kepada Gubernur atas temuan yang

diperoleh dari pemerifdan pelafsanaan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan

Desa.

Pasal 22

Terhadap laporan, Inspektur Kabupaten atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten

dan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa, Bupati menyampaikan teguran berupa koreksi

intern kepada Kepala UniVsatuan Kerja Perangkat Daerah;

Terhadap laporan pemeriksaan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa, Bupati

menyampaikan teguran kepada Kepala Desa melalui C,amat atas temuan-temuan yang

disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 23

pimpinan UniUsatuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut atas

rekomendasi yang disampaikan oleh InspeKorat Kabupaten;

Bupati bertanggungiawiU atas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yangl

disampaikan otefi Inipektorat Provinsi. L

3)
4)

1)

2)

3)

1)

2)

1)

2)



hsd24

1) Wakil Bupti berhnggurgjawab atas pelaksanaan pemutakhiran data Flasil Pemeriksaan

Aparat kngawasan Intem Pemerinhh diwilayahnya;

zl rrispertur ftuuuput"n mengkoordinasikan pelalaanaan pemutakhiran data tindak laniut
' 

naiil Psneriksaan Aparat Pengawasan Intem Pemerinhh di wilayahnya'

Pasal 25

1) Inspekh.rr lGbupaten seuap akhir bhun arEgaran nenyampaikan lapomn Penyelenggaraan

Pengawasan kePada BuPati;

2) gupati menpmpaikan' Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Fengawasan di

Daerah bersamaan dengan Laporan pertanggungiawaban Pemerinhh Daerah kepada

DPRD;
3) Bupati menyarnpaikan Lapomn keFda Guhmur nrelalui Inspektur Provinsi tentang- 

penyelenggraraan pengavtasan bhunan palirg lambat 3 (Uga) bulan setelah menerima

laporan dari InsPeKur KabuPaten'

Pasal 26

1) Inspektur l6bupten lGtingan dalam nrelaksanakan tugasnya selalu melakukan kootdinasi,
' intqmsi, sinkonisasi dan-mengkoordinir hwahannya masing-masing, setta memberikan

blmbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksnaan tugas.

zl pelarcsina p6Oi rnsp*lftorat Kahrpaten tQtingan dalam melalsanakan tugasnya selalu
' 

memperhatikan Ketbntuan dan Peraturan Penrndang-undangan yang bedaku seffa

petunjuk/bimbingan oleh atasan langsung I Pimpinan'

BAB VI
KETEI{TUAil PEITUTUP

Pasal 27

,Dengan berlakunya per2hrran &rpati ini, maka Peraturan Bupati Katingan l,lomor 4 Tahun 20S
A;dg Tugas potot< dan Furgsi'Inspektorat lGbupten lGtirygan dicabut dan dinyatakan tldak

berlaku.
. Pasal2S

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggaldiundangkan'

AgAr egap o6ng mengehhuinya, memerinhhkan pengundangan Peraturap Bupati ini detEan

penernpatannlp dalam Berita Daerah Kabupten lGtingan'

Ditetapkan di Kasongan 
^ ^..

pada tanggal, J SU p Ftrnbc c daus&fit&i,{ $Rffi&Ft*$&$E

SEKDA

A$I$TEN

KABAG

H $ffi$HPT*ffi

*rT|IGAN,

DUWEL RAWING

Diundangkan di
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATII{GAT{,

CHRISTAHTUUO TATEL LAD'U

BERITA DAERAH KABUPATEI{ KATII1GA1I TAHUII go'rt tO}iOR e0

'l

I

I


